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Abstract  

Open Governance Data is an approach that supports the open, integrated, and transparent management of data to generate 

valuable information for data-driven decision-making. The utilization of open data has become increasingly important in 

supporting digital government transformation and achieving sustainable development goals. This study aims to analyze the 

relationship between the Human Capital Index (HCI) and the E-Government Development Index (EGDI) using an Open 

Governance Data approach to support sustainable development policymaking. The research data were obtained from 

international open data sources, including the United Nations E-Government Survey 2020, 2022, and 2024, as well as Human 

Capital Index data from the World Bank. The study employed a quantitative approach consisting of data collection, data 

integration, data preprocessing, descriptive analysis, comparative analysis, and data visualization. The results indicate that 

countries with higher Human Capital Index scores tend to achieve better E-Government Development Index performance. 

These findings suggest that human capital quality plays a significant role in supporting the success of digital government 

transformation. Furthermore, the implementation of Open Governance Data enables the integration of multiple open data 

sources to produce comprehensive information for policy planning, monitoring, and evaluation. This study proposes an Open 

Governance Data-based analytical model that can support more effective, transparent, and evidence-based sustainable 

development decision-making. 

Keywords: Open Governance Data, Human Capital Index, E-Government Development Index, Open Data Analytics, 

Sustainable Development 

Abstrak 

Open Governance Data merupakan pendekatan yang mendukung pengelolaan data secara terbuka, terintegrasi, dan transparan 

untuk menghasilkan informasi yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan berbasis data. Pemanfaatan data terbuka 

menjadi semakin penting dalam mendukung transformasi digital pemerintahan dan pencapaian pembangunan berkelanjutan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Human Capital Index (HCI) dan E-Government Development 

Index (EGDI) menggunakan pendekatan Open Governance Data sebagai pendukung pengambilan kebijakan pembangunan 

berkelanjutan. Data penelitian diperoleh dari sumber data terbuka internasional, yaitu United Nations E-Government Survey 

tahun 2020, 2022, dan 2024 serta Human Capital Index dari World Bank. Metode penelitian menggunakan pendekatan 

kuantitatif melalui tahapan pengumpulan data, integrasi data, praproses data, analisis deskriptif, analisis komparatif, dan 

visualisasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara-negara dengan nilai Human Capital Index yang tinggi cenderung 

memiliki nilai E-Government Development Index yang lebih baik. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas sumber daya 

manusia memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan transformasi digital pemerintahan. Selain itu, penerapan Open 

Governance Data mampu mengintegrasikan berbagai sumber data terbuka untuk menghasilkan informasi yang lebih 

komprehensif dalam mendukung proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan. Penelitian ini menghasilkan model 

analisis berbasis Open Governance Data yang dapat digunakan sebagai pendukung pengambilan keputusan pembangunan 

berkelanjutan yang lebih efektif, transparan, dan berbasis bukti. 

Kata kunci: Open Governance Data, Human Capital Index, E-Government Development Index, Open Data Analytics, 

Pembangunan Berkelanjutan 
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1. Pendahuluan  

Open Governance Data merupakan pendekatan tata 

kelola data yang bertujuan untuk memastikan data dapat 

dikelola, dibagikan, diakses, dan dimanfaatkan secara 

efektif oleh berbagai pemangku kepentingan [1]. Dalam 

era transformasi digital, Open Governance Data (OGD) 

menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan 

pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, 

dan berbasis data [2]. Melalui penerapan tata kelola data 

yang baik, pemerintah dapat meningkatkan kualitas 

pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data 

terbuka yang tersedia dari berbagai sumber secara 

terintegrasi dan berkelanjutan [3]. 

Perkembangan OGD telah mendorong banyak negara 

untuk membuka akses terhadap data publik guna 

meningkatkan transparansi dan mendorong inovasi 

dalam sektor pemerintahan [4]. Menurut United Nations 

E-Government Survey 2024, pemanfaatan data terbuka 

menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung 

transformasi digital pemerintah dan pencapaian 

Sustainable Development Goals (SDGs) [5]. 

Ketersediaan data yang terbuka memungkinkan 

pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat 

untuk melakukan analisis yang lebih komprehensif 

terhadap berbagai indikator pembangunan sehingga 

menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran [6]. 

Salah satu tantangan utama dalam pembangunan 

berkelanjutan adalah bagaimana mengintegrasikan 

berbagai indikator pembangunan yang berasal dari 

sumber data yang berbeda untuk menghasilkan 

informasi yang dapat mendukung proses perencanaan 

dan evaluasi kebijakan [7][8]. Dalam konteks 

transformasi digital pemerintahan, dua indikator yang 

memiliki peran penting adalah Human Capital Index 

(HCI) dan E-Government Development Index (EGDI) 

[9][5]. Kedua indikator tersebut mencerminkan 

kapasitas suatu negara dalam mengembangkan sumber 

daya manusia dan memanfaatkan teknologi digital untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

HCI merupakan indikator yang digunakan untuk 

mengukur kualitas modal manusia melalui aspek 

pendidikan, literasi, kesehatan, dan produktivitas 

masyarakat [9]. Indikator ini menggambarkan sejauh 

mana potensi sumber daya manusia dapat berkembang 

dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan 

sosial suatu negara. Semakin tinggi nilai HCI, semakin 

besar kemampuan masyarakat dalam beradaptasi 

terhadap perubahan teknologi dan memanfaatkan 

layanan digital yang tersedia [10]. Sementara itu, EGDI 

merupakan indikator yang dikembangkan oleh 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengukur 

tingkat perkembangan pemerintahan digital suatu negara 

[11]. EGDI tersusun atas tiga komponen utama, yaitu 

Online Service Index (OSI), Telecommunication 

Infrastructure Index (TII), dan Human Capital Index 

(HCI). Indikator ini digunakan untuk menilai kesiapan 

pemerintah dalam menyediakan layanan digital yang 

efektif, inklusif, dan berkelanjutan kepada masyarakat 

[5][12]. 

Berbagai penelitian telah memanfaatkan Open Data 

untuk mendukung proses analisis pembangunan dan 

pengambilan keputusan pemerintah. Penelitian [13] 

mengembangkan model analitik berbasis Open Data 

untuk memprediksi dan mengelompokkan Human 

Development Index (HDI) menggunakan metode 

klasifikasi dan klasterisasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa data terbuka dapat dimanfaatkan 

untuk menghasilkan informasi yang mendukung 

evaluasi program pemerintah dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, United Nations E-

Government Survey menjelaskan bahwa HCI merupakan 

salah satu komponen utama penyusun EGDI. Hal ini 

menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia 

memiliki peran penting dalam menentukan tingkat 

keberhasilan transformasi digital pemerintahan. 

Penelitian [14] menunjukkan bahwa tingkat 

keberhasilan implementasi data terbuka dipengaruhi 

oleh aspek kebijakan, platform, dan kualitas data yang 

tersedia. Evaluasi global terhadap OGD menunjukkan 

bahwa negara dengan tingkat pembangunan ekonomi 

dan kualitas sumber daya manusia yang lebih tinggi 

cenderung memiliki tingkat kematangan data terbuka 

yang lebih baik [14][15]. 

Secara konseptual, terdapat hubungan yang erat antara 

HCI dan EGDI. Peningkatan kualitas sumber daya 

manusia dapat mendorong peningkatan pemanfaatan 

layanan digital, mempercepat adopsi teknologi, serta 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekosistem 

digital pemerintah. Sebaliknya, keberhasilan 

implementasi e-government juga dapat memberikan 

dampak positif terhadap peningkatan kualitas 

pendidikan, akses informasi, dan pembangunan manusia 

secara keseluruhan [16][17]. Oleh karena itu, analisis 

hubungan antara HCI dan EGDI menjadi penting untuk 

memahami faktor-faktor yang memengaruhi 

keberhasilan transformasi digital dan pembangunan 

berkelanjutan [18]. 

Meskipun berbagai penelitian telah membahas HCI 

maupun EGDI secara terpisah, penelitian yang 

memanfaatkan pendekatan OGD untuk 

mengintegrasikan dan menganalisis hubungan kedua 

indikator tersebut masih relatif terbatas. Sebagian besar 

penelitian hanya berfokus pada pengukuran kinerja e-

government atau evaluasi pembangunan manusia tanpa 

mengeksplorasi keterkaitan keduanya dalam kerangka 

tata kelola data terbuka [19]. Padahal, integrasi kedua 

indikator tersebut dapat memberikan wawasan yang 

lebih komprehensif mengenai kondisi pembangunan 

suatu negara serta mendukung pengambilan keputusan 

yang lebih efektif [20][21]. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini 

mengusulkan pemanfaatan OGD sebagai kerangka kerja 
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untuk mengintegrasikan, mengelola, dan menganalisis 

data HCI dan EGDI yang bersumber dari data terbuka 

internasional. Melalui pendekatan ini, data yang tersedia 

tidak hanya digunakan sebagai sumber informasi, tetapi 

juga diolah menjadi pengetahuan yang dapat 

mendukung proses pengambilan kebijakan berbasis 

bukti. 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan 

antara HCI dan EGDI menggunakan pendekatan 

visualisasi serta menghasilkan model analisis yang dapat 

mendukung proses pengambilan kebijakan 

pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian 

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan tata kelola data terbuka, mendukung 

transformasi digital pemerintahan, serta menjadi 

referensi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan 

yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber 

daya manusia dan pembangunan digital yang 

berkelanjutan. 

2. Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan memanfaatkan konsep OGD sebagai kerangka 

kerja dalam pengelolaan, integrasi, analisis, dan 

visualisasi data pembangunan yang tersedia secara 

terbuka. Pendekatan ini dipilih karena mampu 

mendukung pengelolaan data secara sistematis mulai 

dari proses pengumpulan data hingga menghasilkan 

informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan 

kebijakan berbasis bukti. Fokus utama penelitian adalah 

menganalisis hubungan antara HCI dan EGDI untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif 

mengenai keterkaitan kualitas sumber daya manusia 

dengan tingkat perkembangan pemerintahan digital di 

berbagai negara. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

data sekunder yang diperoleh dari sumber data terbuka 

internasional [11]. Data HCI diperoleh dari publikasi 

World Bank, sedangkan data EGDI beserta komponen 

penyusunnya, yaitu OSI dan TII, diperoleh dari laporan 

United Nations E-Government Survey tahun 2020, 2022, 

dan 2024. Seluruh data yang digunakan mencakup 193 

negara anggota PBB sehingga mampu memberikan 

gambaran global mengenai perkembangan pemerintahan 

digital dan kualitas modal manusia. Tabel 1 adalah 

rangkuman data yang digunakan.  

Tabel 1 Sumber Data Penelitian 

Variabel Sumber Data Tahun 

HCI World Bank Open Data 2020–2024 

EGDI UN E-Government Survey 2020, 2022, 2024 

OSI UN E-Government Survey 2020, 2022, 2024 

TII UN E-Government Survey 2020, 2022, 2024 

Penelitian diawali dengan proses pengumpulan data dari 

berbagai portal data terbuka yang tersedia secara publik. 

Data yang diperoleh kemudian diintegrasikan ke dalam 

satu basis data untuk memudahkan proses analisis. 

Mengingat data berasal dari beberapa sumber yang 

berbeda, dilakukan tahapan praproses data yang meliputi 

pemeriksaan kelengkapan data, pembersihan data, 

penanganan nilai yang hilang, standarisasi format data, 

serta normalisasi variabel yang digunakan. Tahapan ini 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas data sehingga 

hasil analisis yang diperoleh menjadi lebih akurat. 

 
Gambar 1 Alur Penelitian 

Setelah tahap praproses selesai dilakukan, data dianalisis 

menggunakan pendekatan visualisasi deskriptif. 

Analisis pertama dilakukan secara deskriptif untuk 

memberikan gambaran umum mengenai karakteristik 

data HCI dan EGDI. Analisis ini digunakan untuk 

mengidentifikasi nilai rata-rata, nilai minimum, nilai 

maksimum, serta distribusi data pada masing-masing 

indikator. Hasil analisis deskriptif memberikan 

informasi awal mengenai kondisi perkembangan modal 

manusia dan pemerintahan digital pada tingkat global. 

Tahapan berikutnya adalah analisis hubungan antara 

HCI dan EGDI. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana kualitas sumber daya manusia berpengaruh 

terhadap perkembangan pemerintahan digital suatu 

negara. Untuk mengukur kekuatan hubungan antara 

kedua variabel tersebut digunakan analisis korelasi 

Pearson [22]. Nilai koefisien korelasi digunakan untuk 

mengidentifikasi arah dan tingkat hubungan antara HCI 

dan EGDI, apakah memiliki hubungan yang lemah, 

sedang, atau kuat. Semakin tinggi nilai korelasi yang 

diperoleh, semakin kuat hubungan antara kualitas modal 

manusia dengan tingkat perkembangan pemerintahan 

digital sebagaimana terumuskan pada formula (1). 
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𝑟 =
𝛴[(𝑥𝑖 − 𝑥̄)(𝑦𝑖 − ȳ)]

√{𝛴(𝑥𝑖 − 𝑥̄)2𝛴(𝑦𝑖 − ȳ)2}
                                (1) 

Selain analisis korelasi, penelitian ini juga melakukan 

analisis tren untuk mengamati perkembangan nilai 

EGDI pada periode tahun 2020, 2022, dan 2024. 

Analisis tren digunakan untuk melihat perubahan tingkat 

perkembangan pemerintahan digital dari waktu ke waktu 

serta mengidentifikasi pola peningkatan maupun 

penurunan yang terjadi pada berbagai negara dan 

kawasan. Hasil analisis tren memberikan gambaran 

mengenai arah perkembangan transformasi digital 

pemerintahan secara global. Untuk memperkaya hasil 

penelitian, dilakukan pula analisis komparatif 

antarnegara dan antarwilayah. Analisis ini digunakan 

untuk membandingkan capaian indeks berdasarkan 

kelompok negara maupun kawasan geografis. Melalui 

analisis ini dapat diketahui negara-negara dengan 

performa terbaik serta wilayah yang masih menghadapi 

tantangan dalam pengembangan pemerintahan digital 

dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

 
Gambar 2 Sampel Pemograman Visualisasi 

Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk 

visualisasi data yang bertujuan untuk mempermudah 

interpretasi dan pemahaman terhadap informasi yang 

dihasilkan. Visualisasi yang digunakan meliputi diagram 

batang untuk menampilkan peringkat negara 

berdasarkan nilai EGDI, histogram untuk 

menggambarkan distribusi data secara global, serta 

grafik perbandingan regional untuk menunjukkan 

perbedaan capaian antarwilayah. Visualisasi 

dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman 

Python dengan memanfaatkan berbagai pustaka analisis 

data seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Plotly 

sebagaimana sampel pada Gambar 2. Dalam penelitian 

ini, konsep OGD tidak hanya digunakan sebagai sumber 

data, tetapi juga sebagai kerangka yang menghubungkan 

proses pengelolaan data, analisis data, visualisasi 

informasi, dan dukungan pengambilan keputusan. 

Melalui pendekatan tersebut, data terbuka yang tersedia 

dari berbagai sumber dapat diubah menjadi informasi 

strategis yang mendukung evaluasi pembangunan 

manusia dan transformasi digital pemerintahan.  

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Analisis Perkembangan EGDI 

Tahap pertama penelitian dilakukan dengan 

mengeksplorasi data EGDI tahun 2020, 2022, dan 2024 

menggunakan pendekatan Open Data Analytics. 

Visualisasi Top 10 Countries EGDI menunjukkan 

bahwa negara-negara dengan performa pemerintahan 

digital terbaik secara konsisten berasal dari kawasan 

Eropa dan Asia Timur. Negara seperti Denmark, 

Republik Korea, Singapura, Finlandia, Estonia, dan 

Belanda mempertahankan posisi teratas dalam beberapa 

periode pengukuran. Diagram pada gambar 3 

menunjukkan visualisasi tahun 2020, 2022, dan 2024.  

 

Gambar 3 Top 10 Negara Tahun 2020, 2022, 2024 
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Konsistensi tersebut mengindikasikan bahwa 

keberhasilan implementasi e-government tidak hanya 

dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, 

tetapi juga didukung oleh kualitas sumber daya manusia 

dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Negara-

negara tersebut memiliki tingkat literasi digital yang 

tinggi, akses teknologi yang merata, serta investasi 

berkelanjutan pada sektor pendidikan dan inovasi 

digital. Selain itu, hasil visualisasi menunjukkan adanya 

peningkatan nilai EGDI secara global dari tahun 2020 

hingga 2024. Temuan ini menunjukkan bahwa 

transformasi digital pemerintah semakin menjadi 

prioritas pembangunan di berbagai negara dalam rangka 

meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan 

mempercepat pencapaian tujuan pembangunan 

berkelanjutan. 

3.2 Distribusi Global EDGI 

Visualisasi histogram EGDI tahun 2022 pada gambar 4 

digunakan untuk mengidentifikasi persebaran tingkat 

kematangan pemerintahan digital di seluruh negara 

anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa sebagian besar negara berada pada 

kategori menengah hingga tinggi. Namun demikian, 

masih terdapat sejumlah negara yang memiliki nilai 

EGDI relatif rendah. Pola distribusi tersebut 

menunjukkan bahwa transformasi digital global masih 

menghadapi tantangan berupa kesenjangan 

pembangunan digital antarnegara. 

Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

antara lain keterbatasan infrastruktur telekomunikasi, 

rendahnya kualitas pendidikan, tingkat literasi digital 

masyarakat yang belum merata, serta keterbatasan 

kapasitas institusi pemerintah dalam menyediakan 

layanan digital yang terintegrasi. Temuan ini sejalan 

dengan laporan United Nations E-Government Survey 

2024 [5] yang menegaskan bahwa meskipun tingkat 

perkembangan e-government meningkat secara 

signifikan, kesenjangan digital masih menjadi isu utama 

terutama pada negara berkembang dan negara 

berpendapatan rendah. 

 

Gambar 4  Distribusi EDGI 2022 

3.3 Hubungan HCI dan EGDI 

Analisis selanjutnya dilakukan terhadap komponen 

pembentuk EGDI, yaitu HCI, OSI, dan TII. Hasil 

visualisasi menunjukkan bahwa negara dengan nilai 

EGDI tinggi umumnya memiliki nilai HCI yang juga 

tinggi. Kondisi ini mengindikasikan adanya hubungan 

positif antara kualitas modal manusia dan tingkat 

perkembangan pemerintahan digital. Gambar 5 

menunjukkan fakta tersebut.  

HCI mencerminkan kapasitas masyarakat dalam 

memanfaatkan layanan digital melalui indikator 

pendidikan, literasi, dan keterampilan teknologi. 

Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia suatu 

negara, semakin besar kemampuan masyarakat dalam 

mengakses serta menggunakan layanan e-government 

secara efektif. 

Temuan ini memperkuat konsep yang diperkenalkan 

dalam United Nations Digital Government Model 

Framework yang menempatkan human capital sebagai 

salah satu fondasi utama transformasi digital 

pemerintahan [23]. Dengan kata lain, investasi pada 

pendidikan dan peningkatan kompetensi digital 

masyarakat memiliki kontribusi langsung terhadap 

peningkatan kualitas layanan pemerintahan digital [24]. 

 

Gambar 5 Hubungan HCI dan EDGI 



Cut Alna Fadhilla1, Rona Nisa Sofia Amriza2, dkk. 

Jurnal J-ICOM (Jurnal Informatika dan Teknologi Komputer) Vol. 07 No. 01 (2026) 48 – 57  

 

 

Jurnal J-COM (Jurnal Informatika dan Teknologi Komputer) Vol. 07 No. 01 (2026) 48 – 57 

53 

 

 

 

Gambar 6 Hubungan OSI dan EDGI 

 

Gambar 7 Hubungan TII dan EDGI

Berdasarkan gambar 6 dan gambar 7, terdapat korelasi 

positif yang kuat antara komponen penyusun EGDI, 

yaitu OSI, TII, dan HCI, terhadap nilai EGDI pada tahun 

2020, 2022, dan 2024. Sebaran titik yang mengikuti 

garis tren menunjukkan bahwa peningkatan nilai OSI, 

TII, maupun HCI cenderung diikuti oleh peningkatan 

nilai EGDI. Dari ketiga faktor tersebut, hubungan antara 

TII dan EGDI terlihat lebih linear dan konsisten 

dibandingkan faktor lainnya, yang mengindikasikan 

bahwa infrastruktur telekomunikasi memiliki peran 

yang sangat penting dalam mendukung perkembangan 

e-government.  

Selain itu, pola pada tahun 2024 menunjukkan 

konsentrasi data yang lebih tinggi pada nilai indeks yang 

besar, menandakan adanya peningkatan kapasitas 

layanan digital, kualitas sumber daya manusia, dan 

infrastruktur teknologi di berbagai negara. Temuan ini 

mengonfirmasi bahwa penguatan layanan digital, 

pembangunan infrastruktur telekomunikasi, dan 

peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan 

faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan 

tingkat kematangan e-government secara global. Dengan 

demikian, upaya peningkatan ketiga komponen tersebut 

perlu menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan 

transformasi digital untuk mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang lebih efektif, inklusif, dan 

berkelanjutan. 

3.4 Analisis Faktor Dominan dan Faktor Penghambat 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini juga 

memungkinkan identifikasi faktor dominan dan faktor 

penghambat pada setiap negara. Sebagaimana tertera 

pada gambar 8 dan gambar 9. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa negara-negara dengan performa 

EGDI tinggi memiliki keseimbangan yang baik antara 

HCI, OSI, dan TII. Sebaliknya, negara dengan nilai 

EGDI rendah umumnya mengalami ketimpangan pada 

salah satu komponen utama. Pada beberapa negara 

berkembang, nilai TII menjadi faktor penghambat utama 

akibat rendahnya akses internet dan infrastruktur digital. 

Di sisi lain, terdapat negara yang telah memiliki 

infrastruktur teknologi yang cukup baik tetapi masih 

menghadapi keterbatasan pada aspek HCI. Temuan ini 

menunjukkan bahwa pembangunan pemerintahan digital 

tidak dapat dilakukan melalui pendekatan tunggal. 

Investasi pada teknologi harus diimbangi dengan 

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan 

pengembangan layanan digital yang berorientasi pada 

kebutuhan masyarakat. 
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Gambar 8 Faktor Komponen Paling Dominan 

 

Gambar 9 Faktor Komponen Penghambat 

 

3.5 Model Open Data Analytics untuk Mendukung 

Kebijakan Pembangunan 

Model yang diusulkan terdiri atas empat lapisan utama, 

yaitu Data Layer, Data Processing Layer, Analytics 

Layer, dan Decision Support Layer. Integrasi data 

terbuka pada setiap lapisan memungkinkan pemerintah 

memperoleh informasi strategis secara real-time 

mengenai kondisi pembangunan digital dan kualitas 

modal manusia. Melalui dashboard analitik yang 

dikembangkan, pemerintah dapat mengidentifikasi 

negara atau wilayah yang memerlukan intervensi 

kebijakan, mengevaluasi efektivitas program 

transformasi digital, serta memantau perkembangan 

indikator pembangunan secara berkelanjutan.  

Hasil penelitian menunjukkan mampu menghasilkan 

informasi yang lebih komprehensif dibandingkan 

penggunaan indikator tunggal. Dengan 

mengintegrasikan HCI dan EGDI, pemerintah dapat 

memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai 

kesiapan digital suatu negara serta faktor-faktor yang 

memengaruhi keberhasilan implementasi e-government. 

Selain itu, hasil analisis ini dapat menjadi dasar dalam 

merumuskan kebijakan pembangunan lebih terarah.  

 

 

3.6 Implikasi Kebijakan 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa 

implikasi kebijakan yang dapat direkomendasikan. 

Sebagai rujukan gambar 10 merupakan distribusi 

komponen tahun 2024 untuk Indonesia.  

 

Gambar 10 Distribusi Komponen Indonesia 
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Pertama, pemerintah perlu meningkatkan investasi pada 

sektor pendidikan dan literasi digital sebagai strategi 

utama dalam meningkatkan kualitas modal manusia. 

Kedua, pembangunan infrastruktur telekomunikasi 

harus dilakukan secara merata untuk mengurangi 

kesenjangan digital antarwilayah. Ketiga, pemerintah 

perlu memperluas implementasi Open Government Data 

sebagai sarana meningkatkan transparansi, partisipasi 

masyarakat, dan inovasi berbasis data. 

Selain itu, integrasi HCI dan EGDI dapat digunakan 

sebagai instrumen monitoring pembangunan 

berkelanjutan yang mendukung pencapaian Sustainable 

Development Goals (SDGs), khususnya SDG 4 (Quality 

Education), SDG 9 (Industry, Innovation and 

Infrastructure), SDG 16 (Peace, Justice and Strong 

Institutions), dan SDG 17 (Partnerships for the Goals). 

Gambar 11 dan gambar 12 menampilkan transisi 

kategori perkembangan EGDI dari tahun 2020 ke 2022 

dan dari tahun 2022 ke 2024 berdasarkan klasifikasi 

Low, Middle, High, dan Very High, serta distribusinya 

pada berbagai wilayah dunia. Secara umum, terlihat 

adanya tren peningkatan tingkat kematangan e-

government di berbagai negara. Pada periode 2020–

2022, jumlah negara dalam kategori Very High 

meningkat dari 57 negara (29,5%) menjadi 60 negara 

(31,1%), sementara kategori High meningkat dari 69 

negara (35,8%) menjadi 73 negara (37,8%). Tren yang 

sama berlanjut pada periode 2022–2024, di mana 

kategori Very High kembali meningkat menjadi 76 

negara (39,4%), sedangkan kategori High sedikit 

menurun menjadi 62 negara (32,1%) karena sebagian 

negara berpindah ke kategori yang lebih tinggi.  

Sebaliknya, kategori Low tetap menjadi kelompok 

dengan jumlah negara paling sedikit, yaitu hanya 8 

negara pada tahun 2020, 7 negara pada tahun 2022, dan 

meningkat tipis menjadi 11 negara pada tahun 2024. 

Aliran pada diagram Sankey menunjukkan bahwa 

sebagian besar negara cenderung mempertahankan 

kategorinya atau mengalami peningkatan ke tingkat 

yang lebih tinggi, sehingga mencerminkan kemajuan 

global dalam implementasi e-government. Selain itu, 

distribusi regional memperlihatkan bahwa kontribusi 

terbesar berasal dari wilayah Afrika (27,5%), diikuti 

Asia (22,8%), Eropa (21,8%), dan Amerika (17,1%), 

yang menunjukkan bahwa perkembangan e-government 

merupakan fenomena yang terjadi secara luas di 

berbagai kawasan dunia meskipun dengan tingkat 

kemajuan yang berbeda-beda.  

Dengan demikian, model Open Data Analytics yang 

dikembangkan tidak hanya berfungsi sebagai alat 

analisis data, tetapi juga sebagai sistem pendukung 

keputusan yang mampu membantu pemerintah dalam 

merumuskan kebijakan pembangunan digital yang lebih 

efektif, inklusif, dan berkelanjutan. 

 

 
Gambar 11 Diagram Sankey 2020 dan 2022 
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Gambar 12 Diagram Sankey 2022 dan 2024 

4.  Kesimpulan 

Penelitian ini berhasil menerapkan pendekatan OGD 

untuk mengintegrasikan dan menganalisis hubungan 

antara HCI dan EGDI menggunakan data terbuka yang 

diperoleh dari sumber internasional. Melalui proses 

pengelolaan data, analisis, dan visualisasi, penelitian ini 

menunjukkan bahwa pemanfaatan data terbuka dapat 

menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan 

keputusan secara lebih transparan, terukur, dan berbasis 

bukti. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa negara-negara 

dengan nilai HCI yang tinggi cenderung memiliki 

tingkat EGDI yang lebih baik. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa kualitas sumber daya manusia 

merupakan faktor penting dalam mendukung 

keberhasilan transformasi digital pemerintahan. Selain 

itu, visualisasi data memperlihatkan adanya perbedaan 

tingkat perkembangan pemerintahan digital antarnegara 

dan antarwilayah yang dipengaruhi oleh kualitas modal 

manusia, layanan digital pemerintah, serta infrastruktur 

telekomunikasi yang dimiliki masing-masing negara. 

Penerapan OGD dalam penelitian ini juga berhasil 

menghasilkan model analisis yang mampu 

mengintegrasikan berbagai sumber data terbuka ke 

dalam suatu kerangka yang sistematis. Model tersebut 

memungkinkan identifikasi pola, tren, dan hubungan 

antarindikator pembangunan sehingga dapat digunakan 

sebagai dasar dalam proses perencanaan, monitoring, 

dan evaluasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

peningkatan kualitas modal manusia perlu menjadi salah 

satu prioritas utama dalam mendukung percepatan 

transformasi digital pemerintahan. Oleh karena itu, 

pemerintah perlu memperkuat investasi pada sektor 

pendidikan, literasi digital, dan pengembangan 

kompetensi sumber daya manusia yang diimbangi 

dengan peningkatan kualitas layanan digital serta 

infrastruktur teknologi informasi. Integrasi indikator 

HCI dan EGDI melalui pendekatan OGD dapat menjadi 

instrumen yang efektif dalam mendukung pengambilan 

kebijakan pembangunan berkelanjutan yang lebih 

adaptif, inklusif, dan berbasis data. 

Untuk penelitian selanjutnya, model yang 

dikembangkan dapat diperluas dengan menambahkan 

indikator pembangunan lainnya, seperti HDI, Open 

Government Data Index, atau indikator sosial ekonomi 

lainnya. Selain itu, pemanfaatan metode analitik yang 

lebih lanjut, seperti machine learning dan predictive 

analytics, dapat digunakan untuk memprediksi 

perkembangan indeks pembangunan dan memberikan 

rekomendasi kebijakan yang lebih akurat di masa 

mendatang. 
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